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PUTUSAN
Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Cmi
@mm )
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Xxx, NIK 32770157xxx00001, tempat dan tanggal lahir Bandung, 17
September 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan
S3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di

Kota Cimahi,

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Yoghi Arif Susanto.,
SH., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Syah &
Partners yang berkedudukan di Jalan Terusan No. 26 Kota
Cimahi, menggunakan alamat elektronik dengan alamat

email: yoghiariefsusanto@gmail.com, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus bertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor:
07/KS/1/2024 tanggal 03 Januari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Xxx, tanggal lahir Surakarta, 09 Maret 1994, umur 29 tahun, agama
Islam, pendidikan S3, pekerjaan Wiraswasta, tempat

kediaman di Kota Surakarta, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di
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persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor
35/Pdt.G/2024/PA.Cmi, tanggal 03 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri
sah yang menikah pada tanggal 04 Mei 2019 dan telah dicatatkan di
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi xxx, Kota Cimahi
dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 06xx/06/V/2019 tertanggal 06
Mei 2019;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat

membina rumah tangga bersama di Kota Cimahi;

3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum

dikaruniai anak;

4, Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan
suami istri yang hidup dalam mabhligai rumah tangga yang harmonis, dan
mereka saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah
tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan,
dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam
Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan
harmonis. Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari
perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan
tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat, sebagai sepasang suami
istri telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan

perkawinan ini, tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud,
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sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama
Kota Cimabhi.

6. Bahwa sejak bulan Juli 2020 rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai tidak harmonis, sering terlibat perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

6.1 Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah
kepada Penggugat sejak tahun 2020 yang disebabkan Tergugat
malas untuk bekerja dan tidak ada inisiatif untuk mencari pekerjaan;

6.2 Tergugat sering berkata kasar kepada Pengggat, jika sedang
bertengkar dengan Penggugat;

6.3 Disamping itu, jika terdapat masalah dalam rumah tangga,
Tergugat sering bersikap diam, dan sering pergi meninggalkan

rumah daripada menyelesaikan permasalahan tersebut;

7. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana dijelaskan di atas
berlangsung secara terus menerus, yang puncaknya pada bulan
November 2022, antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu telah
pisah tempat tinggal serta sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-

masing layaknya suami istri;

8. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara
individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah

dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf
(f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat merasa
kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan
dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera
yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan
jalan yang lebih maslahat
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Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat kiranya.
Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang terhormat untuk

memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (Xxx) terhadap
Penggugat (Xxx)

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat diwakili oleh Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan untuk Tergugat
yang dibacakan di depan persidangan, Tegugat telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Bahwa majelis memeriksa Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor:
07/KS/1/2024 tanggal 03 Januari 2024, beserta kelengkapannya dan
berdasarkan pemeriksaan majelis hakim maka secara formil Yoghi Arief

Susanto, SH. dapat bertindak dan mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan
Surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian, yang dikeluarkan oleh
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor: 5173/I/KP/2023 tanggal 11
Desember 2023;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka
proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama
persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar
rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat

didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

l. Buk
ti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06xx/06/V/2019, atas nama Xxx dan
Xxx, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi xxx Kota Cimahi Provinsi Jawa
Barat, tanggal 06 Mei 2019, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai
dengan aslinya (Bukti P);

Il.  Bukti Saksi

1. XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan
Dosen, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, di bawah sumpah telah
memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa
saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Teman

Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

- Bahwa

antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir
di Kota Cimahi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa

pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2020
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rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa
penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat
tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak

memperdulikan Penggugat, bahkan pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa
saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa
Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan
November 2022 sampai saat ini;

- Bahwa

saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dan
harmonis dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya,

akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat agar hidup rukun sebagai suami isteri, akan tetapi
tidak berhasil;

- Bahwa

saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa
saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Teman Penggugat
dan kenal dengan Tergugat;

- Bahwa

antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir
di Kota Cimahi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa
pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2020
rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa
penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat
tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat lebih sering

bermain game, jika disuruh bekerja Tergugat marabh;

R Bahwa

saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa
Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan
November 2022 sampai saat ini;

- Bahwa

saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dan
harmonis dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya,

akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat agar hidup rukun sebagai suami isteri, akan tetapi
tidak berhasil;

R Bahwa

saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan
yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum

dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan
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gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang
perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

putusan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat
yang ditujukan ke Pengadilan Agama Kota Cimahi telah sejalan dengan
maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006
sebagai perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9, maka pemeriksaan

perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukkan
domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota
Cimahi, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a dan pasal 73 ayat (1)
Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang nomor 3 tahun 2006, maka secara relatif kompetensi perkara
ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kota Cimabhi;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara a quo di
persidangan, pihak Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut dan pemanggilan tersebut telah sesuai maksud Pasal 55 Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan, oleh karenanya cukup beralasan hukum melaksanakan

pemeriksaan perkara ini di persidangan;
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Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat diwakili oleh
Kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan
tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu
alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan
tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat
diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/111/2011 perihal Penjelasan Surat
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/V1/2010 angka 2
dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah

advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus
kepada Yoghi Arif Susanto., SH., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum
Syah & Partners yang berkedudukan di Jalan Terusan No. 26 Kota Cimabhi,
menggunakan alamat elektronik dengan alamat email:

yoghiariefsusanto@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 02

Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi
Nomor: 07/KS/I/2024 tanggal 03 Januari 2024 telah menyerahkan fotokopi
berita acara sumpah dan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku,
sehingga advokat tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi, oleh
karenanya kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun

1994, sehingga kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil,
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 1 huruf a
angka 1 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah
memperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian, dengan demikian majelis
hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi tata cara perceraian bagi

Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
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Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal
menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah

tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,
maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana

dikehendaki ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan
Juli 2020 sampai saat ini, disebabkan:

Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah
kepada Penggugat sejak tahun 2020 yang disebabkan Tergugat malas
untuk bekerja dan tidak ada inisiatif untuk mencari pekerjaan;

Tergugat sering berkata kasar kepada Pengggat, jika sedang

bertengkar dengan Penggugat;

Disamping itu, jika terdapat masalah dalam rumah tangga,
Tergugat sering bersikap diam, dan sering pergi meninggalkan rumah
daripada menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,
maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama
Xxx dan Xxx, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok
dengan aslinya, merupakan bukti adanya perkawinan antara Penggugat
dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 04 Mei 2019 secara agama Islam,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, demikian
harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang
berkepentingan dalam perkara ini (Persona standi in judicio) dan berlalasan
hukum memiliki legal standing yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, terhadap bukti saksi Penggugat majelis hakim akan

mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi
Penggugat adalah hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur
dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua
Penggugat saling bersesuaian dan keterangan antara satu dengan yang
lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai
suami isteri, yang menikah pada tanggal 04 Mei 2019, dan sampai

sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, belum

dikaruniai anak;
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3. Bahwa sejak bulan Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan
Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat lebih

sering bermain game, jika disuruh bekerja Tergugat marabh;

4. Bahwa sejak bulan November 2022 sampai saat ini Penggugat dan
Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat
dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim
berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan rumah tangganya
telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun
kembali, serta tidak mungkin lagi dipertahankan, oleh sebab itu Majelis
berkesimpulan dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit
bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan
yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana
dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah

ar-Rum ayat 21, yaitu:

8350 pSin Jazg ledl loiSt) Lolgl pSamiil o o8) $15 0 aisl Gos

098 psi) e Y ells (8 ol aez ;.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tidak rukun lagi dan serta tidak mungkin lagi dipertahankan;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan
Pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Fihus Sunah juz Il halaman 89 yang

berbunyi, dan mengambilnya sebagai pendapat Majelis,

Lol b ol Lsol cesl 15] g el uoladl o wdlai a>g 31 Ol
Artinya: “Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan

apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan

suaminya”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan
dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk

kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak
isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang
kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka
thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap sidang tidak hadir;

2, Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) kepada
Penggugat (Xxx);

4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04
Rajab 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H
sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Munawaroh, S.H dan Drs. Agus Gunawan
M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota
tersebut dan Asep Abdul Azis, S.H.l., sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Penggugat didamping oleh Kuasanya, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota Il,
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Dra. Siti Munawaroh, S.H. Drs. Agus Gunawan M.H.
Panitera Pengganti,

Asep Abdul Azis, S.H.l.

Rincian biaya:

1. Biaya PNBP ' Rp. 60.000,00
2. : Rp. 75.000,00
Biaya Proses
3. ' Rp. 28.000,00
Biaya Panggilan

4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 173.000,00

(Seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
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